ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya Kedudukan
Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian, yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun
2019 dan implikasi hukum setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2023 terhadap batalnya perjanjian asing akibat ketiadaan bahasa
Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah Bahasa
Indonesia merupakan bagian dari syarat sah perjanjian dan untuk mengetahui
dampak SEMA 3/2023 terhadap ketentuan tersebut. Metode yang digunakan adalah
pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data yang
digunakan mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dikumpulkan
melalui studi kepustakaan dan data yang terkumpul kemudian dianalisis secara
kualitatif melalui penyusunan narasi deskriptif yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan Bahasa
Indonesia merupakan kewajiban sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2009, namun pada peraturan tersebut tidak secara eksplisit
menyatakan sanksi apabila tidak digunakan, hal ini lebih bersifat formalitas yang
bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan bukan merupakan bagian dari
causa yang halal, ditinjau dari pengertian causa yang halal berdasarkan pendapat
para ahli hukum. SEMA 3/2023 memberikan dampak yang signifikan dalam
penegakan kewajiban tersebut, dengan menekankan pentingnya itikad baik sebagai
faktor utama dalam menentukan keabsahan perjanjian dan kekuatan hukum SEMA
itu sendiri.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Bahasa Indonesia
bukanlah bagian dari syarat kausa yang halal, sehingga tidak otomatis
menyebabkan batal demi hukum. SEMA3/2023 berimplikasi terhadap penerapan
kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian asing yang dapat dilihat
dari dua aspek yaitu paradigma hakim dalam memutus perkara dan didasarkan pada
adanya iktikad tidak baik dari salah satu pihak yang berdasarkan rumusan SEMA
3/2023 itu sendiri.
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